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ABSTRAK

Nama
Program Studi 
Judul

: Listyawali, S.II.

: Magister Kenotariatan
: Perbedaan Antara Tanggal Di Dalam Akta Dan Tanggal 
Di Dalam Surat Setoran Bphtb Ditinjau Dari Undang- 
Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 
tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, peranan pejabat umum tanah ini 
semakin eksis dalam hukum tanah di Indonesia.Untuk membuktikan adanya 
perbuatan hukum peralihan hak atas tanah kecuali pemindahan hak melalui lelang, 
sebagaimana dikehendaki dalam UUPA harus dibuktikan dengan akta otentik 
yang dibuat oleh PPAT. Sebagai salah satu pejabat yang berwenang untuk 
membuat akta peralihan hak atas tanah dan bangunan, PPAT tunduk pada 
ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang 
BPHTB. Namun dalam praktik masih ditemukan adanya penyimpangan terhadap 
ketentuan tersebut, ditandatangani mendahului kewaj'ban pembayaran BPHTB. 
S&lah satu contohnya adalah kasus jual beli tanah yang dilakukan oleh Tuan Reza 
Sulaiman Sundjaja selaku kuasa sah dari Tuan Rangga Sumargo dengan Nona 
Ariana Widjaja telah merugikan PPAT yang membuat akta tersebut. Faktor 
ketidaktahuan atau pula kecerobohan dalam jangka waktu pembayaran BPHTB, 
menyebabkan PPAT tersebut dikenai sanksi administratif yang tidak sedikit 
jumlahnya. Mengenai akta yang dibuat oleh PPAT yang dikenai sanksi tersebut 
tidak menjadi batal atau dengan kata lain tetap sah dimata hukum. Hal ini 
dikarenakan akta tersebut tetap telah memenuhi syarat formal maupun material. 
Hanya saja amatlah disayangkan apabila didalam suatu transaksi jual beli yang 
kita lakukan menyebabkan orang lain yang menanggung kerugiannya. Di dalam 
praktek, hal seperti ini dapat saja menimpa siapapun. Oleh karena itu seorang 
PPAT sebagai pejabat memeriksa lebih teliti dokumen yang diperlukan atau 
menawarkan membayarkan sendiri setoran BPHTB ke kantor cabang Bank yang 
ditunjuk oleh pemerintah yang diwajibkan tersebut, agar tidak terulang kasus 
yang serupa.

Kata kunci:

PPAT, BPHTB, Sanksi Administrasi

i
[
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BABI 

PENDAHULUAN

A. L a ta r  Belakang

Bertolak dari tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan 

kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, maka perumahan merupakan salah 

satu unsur pokok kesejahteraan rakyat disamping pangan dan sandang. 

Perumahan mempunyai arti penting bagi kehidupan seseorang, tidak hanya 

dalam fungsinya sebagai tempat tinggal melainkan juga sebagai sarana 

dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu 

pembangunan perumahan harus berlandaskan suatu pola pemukiman yang 

menyeluruh dalam kesatuan sistem yang utuh antara fisik rumah-rumah, 

prasarana lingkungan dan fasilitas sosial. Jadi, perumahan hakekatnya 

adalah pengejawantahan dari manusia yang menempatinya, sedangkan 

fungsi rumah adalah sebagai tempat hunian yang sehat dalam suatu 

lingkungan pemukiman yang tertata baik dan rapi.

Tanah memiliki arti penting bagi manusia karena tidak dapat 

dipisahkan, dari kehidupan manusia. Manusia akan hidup senang serba 

berkecukupan apabila mereka dapat menggunakan tanah yang dikuasai atau 

dimilikinya sesuai dengan hukum yang berlaku, dan manusia akan hidup 

tenteram dan damai apabila mereka dapat menggunakan hak-hak dan
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kewajibannya sesuai dengan batas-batas tertentu dalam hukum yang 

berlaku yang mengatur kehidupan manusia di semua kalangan m asyarakat.

Indonesia merupakan sebuah Negara yang terdiri dari berbagai suku 

bangsa dengan latar belakang budaya berbeda yang menyatukan diri dalam 

sualu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dikaitkan dengan isu 

pertanahan, perbedaan karakteristik dan latar belakang budaya tersebut 

menyebabkan beragamnya pola-pola pemilikan, penguasaan dan penggunaan 

tanah yang ada dan berkembang antara daerah yang satu dengan yang lain.

Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara 

mendayagunakan tanah. Sejarah perkembangan atau kehancurannya 

ditentukan pula oleh tanah, masalah tanah dapat menimbulkan sengketa dan 

peperangan yang dahsyat karena manusia-manusia atau sesuatu bangsa ingin 

menguasai tanah orang/bangsa lain karena sumber-sumber alam yang 

terkandung di dalamnya. Manusia akan hidup senang dan berkecukupan kalau 

mereka dapat menggunakan tanah yang dikuasai atau dimilikinya sesuai 

dengan hukum alam yang berlaku, dan manusia akan dapat hidup tenteram 

dan damai kalau mereka dapat menggunakan hak-hak dan kewajiban- 

kewajibannya sesuai dengan batas-batas tertentu dalam hukum yang berlaku 

yang mengatur kehidupan manusia itu dalam bermasyarakat.

Untuk itu maka tanah dapat dikatakan sebagai komoditas pem enuhan 

kebutuhan hidup yang harus dimiliki agar hidup lebih sejahtera. Secara 

psikologis manusia, terutama sebuah keluarga tidak akan m erasa tenang

1 Rusmadi Murad, A d m i n i s t r a s i  P e r t a n a h a n , (Jakarta:
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sebelum memiliki tanah dan bangunan. Oleh karena itu dapat dikatakan 

bahwa tanah begitu berharga bagi kehidupan manusia dan manusia akan 

selalu berupaya untuk mendapatkannya. Selain tanah, bangunan juga 

merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan manusia. Karena 

bangunan yang berbentuk rumah tinggal memberikan manfaat bagi 

pemiliknya dengan melindunginya dari panas dan hujan, serta tempat 

beraktivitas.

Salah satu cara untuk memperoleh hak alas tanah dan atau bangunan 

adalah melalui pemindahan hak. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

Pokok Agararia yang menjadi landasan hukum tanah di Indonesia yaitu 

dengan peralihan hak yang dapat terjadi dua hal yaitu beralih dan 

dialihkan. Yang dimaksud beralih yaitu suatu peralihan hak yang 

dikarenakan seseorang yang mempunyai suatu hak meninggal dunia 

sehingga haknya itu dengan sendirinya beralih kepada para ahli warisnya. 

Sedangkan peralihan hak dilakukan dengan sengaja agar hak tersebut 

terlepas dari pemegangnya yang semula dan menjadi hak pihak lain.

Di dalam perolehan hak atas tanah dan bangunan terjadi karena 

adanya peralihan hak atas tanah dan bangunan. Salah satu yang paling 

umum dan sering dilakukan oleh banyak orang adalah melalui perbuatan 

hukum jual beli karena selain prosesnya mudah juga tidak memerlukan 

prosedur yang berbelit-belit.

Jurnal Hukum Bisnis Volume 10, 2000), hal. 49.
2 Marihot Pahala Siahaan, Bea P e r o l e h a n  Hak A t a s  T a n a h  d a n  

B a n g u n a n, (Jakarta : PT Raja Grafino Persada, 2005), hal 79.

1
¡L
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Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 Tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dinyatakan sebagai berikut: Yang 

menjadi obyek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. 

Jadi dalam melakukan jual beli hak atas tanah dan atau bangunan akan 

dipungut Bea Perolehan I lak Atas Tanah dan Bangunan.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan suatu 

pajak yang dikenakan atas perolehan hak. Apabila dikaitkan dengan salah 

satu fungsi pajak sebagai alat pemasukan dan penerimaan bagi negara 

maka suatu keharusan bagi setiap warga negara untuk m em bayarnya 

sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan daerah.

Pelunasan BPHTB merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi 

oleh setiap orang yang ingin memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan 

dimana Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya dapat menandatangani akta 

pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan pada saat wajib pajak telah  

menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan (untuk selanjutnya disebut BPHTB).

Di dalam Pada Pasal 9 Ayat 1 point a Undang-Undang No. 20 Tahun 

2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 tahun 1997 T entang 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan berisi tentang saat teru tang 

pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yaitu sejak tanggal 

dibuat dan ditandatanganinya akta.
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Pasal 9 Ayat 1 point a Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tersebut 

mengandung pengertian bahwa Pejabat Pembuat akta Tanah dapat 

menandatangani akta pemindahan hak atas tanah apabila pihak wajib pajak 

telah menyerahkan bukti pembayaran berupa Surai Setoran BPI1TB, serta 

pihak pembeli telah melakukan pelunasan pembayaran jual beli tanah 

tersebut pada tanggal yang sama dengan penyerahan bukti surat BPHTB. 

Akan tetapi di dalam prakteknya Pejabat Pembuat Akta Tanah yang 

wilayah kerjanya di Tangerang dipermasalahkan aktanya, karena tanggal 

akta jual beli berbeda tanggalnya dengan tanggal pembayaran Surat Setoran 

Bea (SSB) dan Surat Setoran Pajak (SSP).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik meneliti 

dalam suatu bentuk penulisan yang berjudul “ Perbedaan A ntara  Tanggal 

Di Dalam Akta Dan Tanggal Di Dalam S urat Setoran BPHTB Di 

T in jau  D ari Undang-Undang Nomor 20 T ahun 2000 T entang Bea 

Perolehan H ak Atas T anah Dan Bangunan (BPHTB)” .

B. Pokok Perm asalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahannya adalah:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan tanggal 

di dalam akta dan tanggal di dalam surat setoran BPHTB?

2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan bagi PPAT dan para pihak yang 

menandatangani akta jual beli tersebut?
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3. Bagaimanakah keabsahan akta jual beli yang ditandatangani sebelum  

dikeluarkannya surat BPHTB menurut Undang-Undang?

C. M etode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan 

metode penelitian hukum deskriptif analitis, yaitu dengan jalan melakukan 

penelaahan terhadap bahan-bahan dari data sekunder yaitu Undang-Undang 

No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU N o, 

20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, 

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, 

dilakukan dengan penjabaran atau analisis melalui penalaran deduktif.

Metode pendekatan yang digunakan di penelitian ini adalah pengkajian 

ilmu pengetahuan hukum dari aspek teoretis dan dogmatik dengan 

menyesuaikannya pada masing-masing karakter objek kajian. Oleh karena itu 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekafcin dari sudut 

hukum perdata yaitu mengenai perbedaan antara tanggal pem bayaran SSP 

dan SSB dengan tanggal penandatanganan akta.

Penelitian ini berguna sebagai sarana pencapaian tujuan agar tidak

terjadi hal yang bias dalam melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu perlu pula 

ditentukan spesifikasi penelitian ini sebagai penelitian hukum normatif, yaitu 

suatu spesifikasi penelitian hukum yang mempergunakan sumber data 

sekunder sebagai data utama dalam penelitian dengan melihat ta ra f 

sinkronisasi hukum dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan
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teori-teori hukum serta praktik dari perbedaan' antara tanggal pembayaran 

SSP dan SSB dengan tanggal penandatanganan akta.

Data apapun yang hendak dikumpulkan untuk kepentingan suatu 

penelitian, maka data-data tersebut mesti diperoleh melalui tahapan-tahapan 

penelitian, gunanya adalah untuk kepentingan perolehan validitas data 

sehingga memungkinkan justifikasi hasil penelitian yang betul-betul objektif 

dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.3

Agar memperoleh data yang akurat, maka peneliti menggunakan tahap 

penelitian berdasarkan Penelitian Kepustakaan dimana dalam penelitian 

kepustakaan dibagi m enjadi:

1. Bahan hukum primer yaitu: bahan hukum yang mengikat, terdiri dari 

peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini penulis 

menggunakan :

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

b. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- 

Pokok Agraria

c. Undang-undang No. 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan.

d. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran 

Tanah.

3 Moh. Nazir, M e t o d e  P e n e l i t i a n ,  (Jakarta : Ghalia
Tndonosi a, Jakarta, III m. 211.
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2. Bahan hukum sekunder, seperti misalnya, Undang-undang, buku-buku, 

hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, artikel dari surat kabar 

dan internet;

3. Bahan hukum tecsiet, Wnan-taahan yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder 

seperti kamus hukum;

D. Sistem atika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis membaginya dalam tiga bab dan 

beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang, pokok 

permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori Dan Analisis

Dalam bab ini berisi dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

a. Landasan Teori,

Berisi mengenai hak atas tanah, pengertian akta, 

macam-macam akta, pengertian akta otentik, pengertian 

PPAT, penerbitan sertifikat dan Pengertian BPHTB.

b. Analisa Permasalahan.

Menguraikan mengenai faktor-faktor apa yang 

menyebabkan terjadinya perbedaan tanggal di dalam akta dan

Perbedaan antara..., Listyawati, FH UI, 2008



tanggal di dalam surat setoran BPIITB, dampak yang 

ditimbulkan bagi PPAT dan para pihak yang menandatangani 

akta jual beli tersebut dan mengenai keabsahan akta jual beli 

yang ditandatangani sebelum dikeluarkannya surat BPIITB 

menurut Undang-Undang.

Bab 111 : Penutup

Dalam bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari 

hasil penelitian yang diperoleh dan akan memberikan saran 

yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
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BAB II

LANDASAN TEORI DAN ANALISIS

A. L andasan Teori

1. Fungsi Tanah

Tanah diakui sebagai salah satu modal utama dalam pembangunan 

menuju terbentuknya masyarakat adil makmur, sehingga perlu 

mcnciptakan keadaan yang menguntungkan dan serasi bagi kegiatan- 

kegiatan pembangunan, sekaligus terselenggaranya tertib penguasaan dan 

penggunaan tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.

Dalam , hukum pendaftaran tanah, kata tanah dipakai dalam arti 

yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- 

Pokok Agraria yaitu hak sebagian tertentu bumi yang berbatas, berdimensi 

dua dengan ukuran panjang dan lebar. Dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang- 

Undang Pokok Agraria wewenang penggunaan sebagian tertentu 

permukaan bumi diperluas lagi hingga meliputi tubuh bumi dan air serta 

ruang yang ada di atasnya. Tubuh bumi dan air serta ruang yang 

dimaksudkan itu bukan kepunyaan pemegang hak atas tanah yang 

bersangkutan.
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Arti tanah yang sebenarnya adalah permukaan bumi. Dalam kamus 

besar Bahasa Indonesia arti tanah adalah:4

1. Permukaan bumi atau lapisan yang ada diatas sekali

2. Keadaan bumi di suatu temoat
A

3. Permukaan bumi yang diberi batas

4. bahan-bahan dari bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal, dan 

sebagainya).

Secara umum tanah digunakan/berfungsi sebagai wadah yaitu 

sebagai tempat mendirikan dan membangun suatu serta sebagai faktor 

produksi bagi penyelenggaraan pertanian dalam arti luas. Fungsi tanah 

sebagai wadah misalnya untuk saluran faktor produksi yaitu tanah 

digunakan untuk persawahan, perkebunan, peternakan dan pertambangan.

Pasal 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang- 

undang Pokok Agraria diatur bahwa bumi (tanah) dikuasai tertinggi eleh 

Negara. Dengan demikian dapat dimaksudkan adalah negara bukan 

sebagai pemilik atas tanah di negara Indonesia namun hanya menguasai 

oleh karenanya berwenang untuk:

1. Mengatur dan meyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, 

dan-pemeliharaan bumi.

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang- 

orang dan perbuatan hukum mengenai bumi.

4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus B e s a r  B a h a s a  
I n d o n e s i a , (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), hal. 1000
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Hak menguasai dari Negara ini adalah untuk mencapai sebesar- 

besarnya kemakmuran rakyat atau masyarakat Indonesia yang merdeka, 

berdaulat, adil, dan makmur. Dalam Pasal 4 UUPA diatur bahwa atas 

dasar menguasai dari Negara akan menentukan adanya macam-macam hak 

atas tanah yang dapat dipunyai oleh orang-orang dan badan-badan hukum. 

Menurut Budi Harsono, bahwa badan-badan hukum disebut tersendiri 

karena adanya hak atas tanah yang pada asasnya tidak dapat dipunyai oleh 

badan hukum yaitu hak milik menurut Pasal 21 Ayat (2). Orang-orang 

dapat mempunyai hak-hak itu baik sendiri maupun bersama-sama dengan 

orang lain.5

Dari hal-Hal diatas jelas bahwa hak-hak atas tanah yang dipunyai

oleh perseorangan atas tanah tetap diakui dalam hukum Agraria saat ini

sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Hal ini jelas

diatur dalam Pasal 6 UUPA yang menyatakan: “semua hak atas tanah

mempunyai fungsi sosial”.

Permohonan hak atas tanah dilakukan terhadap:

1. Tanah Negara, yaitu tanah yang langsung dikuasai oleh negara

2. Tanah Hak Pengelolaan yaitu menyediakan tanah (bagian-bagiannya) 

bagi keperluan pihak lain.

5 Budi Harsono, Hukum A g r a r i a  I n d o n e s i a , S e j a r a h  P e m b e n t u k a n  
U n d a n g - U n d a n g  P o k o k  A g r a r i a ,  I s i  d a n  P e l a k s a n a a n n y a , (Jakarta: 
Djambatari, 1999), hal. 171.
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3. Tanah Hak Milik, yaitu tanah hak yang dapat digunakan sendiri oleh 

pemiliknya atau digunakan oleh pihak lain, atau dipindahkan haknya 

kepada orang lain.

4. tanah hak lainnya yaitu HGU, HGB atau hak pakai.

Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai 

tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik yang 

dimiliki. Data yuridis adalah bukti-bukti atau dokumen penguasaan tanah, 

sedangkan data teknis adalah Surat Ukur dan Surat Keterangan 

Pendaftaran Atas Tanah (SKPT) atas tanah dimaksud. Permohonan hak 

yang diterima oleh Kantor Pertanahan diproses antara lain dengan 

penelitian ke lapangan oleh Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia A atau B), 

kemudian apabila telah memenuhi syarat maka sesuai kewenangannya dan 

diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah. Pemohon 

mendaftarkan haknya untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah setelah 

membayar uang pemasukan ke Kas Negara dan atau BPHTB jika 

dinyatakan dalam surat keputusan tersebut. Dokumen yang diperlukan 

untuk pendaftaran Surat Keterangan (SK) pemberian hak untuk 

memperoleh sertifikat tanda bukti hak adalali6:

1. Surat permohonan pendaftaran;

2. Surat pengantar SK Pemberian Hak;

3. SK Pemberian Hak untuk keperluan pendaftaran;

6 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, 
(Surabaya :Arkola Surabaya, 2003), hal. 164
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4. Bukti pelunasan uang pemasukan atau BPHTB apabila dipersyaratkan; 

dan

5. Identitas pemohon.

Peralihan hak atas tanah dan bangunan berkaitan dengan dua aspek 

yaitu pihak yang mengalihkan dan pihak yang menerima peralihan hak. 

Kedua belah pihak dihadapkan pada ketentuan, hak dan kewajiban 

sehubungan dengan peralihan hak tersebut. Pihak yang memperoleh hak 

atas tanah dan bangunan dapat berupa orang/pribadi maupun badan yang 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dapat memiliki 

suatu hak atas tanah dan bangunan.

Peralihan hak atas tanah dan bangunan sangat berkaitan dengan 

hukum dan ditandai oleh adanya bukti. Bukti ini dapat berupa akta jual 

beli, hibah, fatwa waris, surat keputusan pemberian hak atas tanah dan 

bangunan. Peralihan hak harus dilakukan secara tertulis dengan akta yang 

dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu PPAT untuk selanjutnya 

didaftarkan kepada kantor pertanahan setempat untuk memperoleh 

sertifikat hak. Dengan demikian hak atas tanah dan bangunan secara sah 

ada pada pihak yang memperoleh hak tersebut dan dapat dipertahankan 

terhadap semua pihak. Sebagai perbuatan hukum yang mengakibatkan 

beralihnya hak milik atas tanah akibat jual beli, maka menurut Pasal 26 

UUPA jo Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 

maka jual beli tersebut hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan 

suatu akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai
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pejabat yang berwenang membuat akta perpindahan hak, mengesahkan 

tanda tangan para pihak dan menjamin kepastian tanggal penandatanganan 

sebagai upaya melegalisasikan setiap tindakan yang merubah hak-hak atas 

tanah dan selanjutnya berkewajiban untuk mendaftarkan akta yang 

dibuatnya tersebut pada kantor pertanahan untuk diproses balik nama atas 

tanah tersebut. Sehingga PPAT mempunyai fungsi dalam satu keseluruhan 

proses pendaftaran tanah sebagaimana dituangkan dalam PP No. 37 Tahun 

1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.

2. Pengertian Pemindahan Hak Atas Tanah

Pemindahan h ak a dalah p erbuatan h ukum yang t ujuannya u ntuk 

memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain (penerima hak). Dalam 

UUPA dan peraturan lainnya, antara lain PP No. 24 Tahun 1997-perbuatan 

hukum pemindahan hak disebut Peralihan Hak.7

"Peralihan Hak" dirumuskan dalam pasal 20 ayat (2) UUPA, yaitu 

disebutkan bahwa "Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak 

lain . Peralihan yang dimaksud adalah peralihan hak karena hukum dan 

karena adanya pewarisan. Peralihan hak karena perbuatan hukum 

pemindahan hak, antara lain, jual beli tanah, yaitu perbuatan hukum 

memindahkan Hak Milik dari penjual kepada pembeli. Bentuk 

pemindahan hak tidak hanya jual beli tanah, dapat pula dalam bentuk

7 Sunaryo Basuki, “Mata Kuliah Hukum Agraria”, Diktat, Oktober 2006
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hibah, tukar menukar, pemasukan harta dalam perusahaan (inb/ eng), hibah 

wasiat, dll.

"Peralihan i lak" berarti bahwa peralihan hak karena pewarisan 

m enurut hukum (berdasarkan Hukum Waris yang berlaku) atau p era lih a n  

hak dalam arti pemindahan hak, yang sifatnya tunai menurut Hukum 

Adat (tidak tertulis). I)ibawah ini dijelaskan salah satu bentuk pemindahan 

hak yang digunakan sehari-hari, yaitu jual beli tanah.

Pengertian hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu 

permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang 

dan lebar. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak- 

hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau 

dimanfaatkan.* Oleh karena itu dalam Ayat (2) dinyatakan, bahwa hak-hak 

atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk mempergunakan 

sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut 

“tanah'’, tetapi juga tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang

yang ada diatasnya.

Hak atas tanah hanya meliputi suatu bidang tanah, dalam arti

sebagian tertentu dari permukaan bumi. Tetapi wewenang menggunakan 

yang bersumber pada hak tersebut diperluas hingga meliputi juga 

penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah dan air serta

|! F.f f i - n d i  P('r n n q  i n , H u k u m  A q r a r \ a  D i  T n d o n o r . i a  : S u a t  u  T o l a a h
D a r i  t i u d u i  P a n d a n g  P r a k t i s i  H u k u m , ( i d k a r t d  : R a j a w a l i  P e r s ,
1991), Hal. 14 5
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ruang yang ada di atasnya.9 Tubuh bumi dan air serta ruang yang 

dimaksudkan itu bukan kepunyaan pemegang hak atas tanah yang 

bersangkutan. Untuk mengetahui hak atas tanah maka sekiranya terlebih 

dahulu diketahui persoalan yang menyangkut pengertian hak atas tanah.

Pengertian tanah berarti suatu permukaan bumi (tanah) yang dapat 

juga diartikan sebagai ruang. Wewenang yang diberikan kepada pemegang 

hak atas tanah adalah untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, 

sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Negara dan Bangsa atau 

kepentingan umum.10

3. Pengertian Akta

Akta ialah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk 

membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus 

selalu ditandatangani.11 Sifat dari akta itu sendiri ada yang bersifat otentik 

ada juga yang bersifat di bawah tangan.

Istilah atau perkataan “Akta” yang dalam bahasa Belanda disebut 

“Acte’7”Akta” dan yang dalam bahasa Inggris disebut “A c t”/ ”D e e d ’\  

pada umumnya mempunyai dua arti, yaitu:12

9 Ibid, hal. 89
10 Remniy Syahdeini, Aspek-aspek Hukum Hak Pakai Atas Tanah Negara Sebagai Objek 

Jaminan, (Jakarta : Jurnal Hukum Bisnis Volume 10,2000), hal. 89
11 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT Intermasa, 2004), hal. 178.
12 Victor M. Sitomorang dan Comnentyna Sitanggang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di 

Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal. 50.
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a. Perbuatan alau perbuatan hukum, dalam arti luas dan

b. Sebagai suatu tulisan yang dibuat untuk digunakan/dipakai sebagai 

bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan 

pada pembuktian sesuatu.

A. Pitlo, mengartikan akta itu sebagai berikut* “Suatu surat yang 

ditandatangani, diperbuat untuk di pakai sebagai bukti, dan untuk 

dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu diperbuat.” 13

Apabila hak atas tanah dipunyai oleVi seseorang atau badan hukum, ' 

maka hak atas tanah tersebut harus didaftarkan di kantor pendaftaran tanah 

setempat guna meirperoleh alat bukti yang bersifat otentik. Akta PPAT 

merupakan salah satu sumber data bagi pemeliharaan data pendaftaran 

tanah sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran 

pemindahan atau pembebanan hak yang bersangkutan.

Dengan memperoleh suatu Akta dapat diwujudkan berupa alat bukti 

tertulis yang lengkap, jelas dan mudah diketahui ketentuan-ketentuannya 

serta yang dilaksanakan secara konsisten oleh para pelaksanaan, peradilan, 

dan masyarakat sendiri. Pada umumnya yang digunakan untuk menjamin 

kepastian hukum dibidang pertanahan. Dengar? demikian akta jual beli 

tersebut berfungsi sebagai :

1. Membuktikan telah terjadi jual beli dan akta tersebut ditandatangani 

oleh penjual, pembeli, saksi-saksi dari PPAT.

13 A. Pitlo, P e m b u k t i a n  d a n  D a l u a r s a , terj . M. Isa Arif 
(Jakarta: Int^rmasc, 1978), hal. 52.
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2. Merupakan syarat agar jual beli tersebut dapat didaftarkan di Kantor 

Pertanahan (Kabupaten/Kota).

4. M acam -M acam  Akta

Macam-macam surat akta dapat dibagi menjadi dua yaitu14 :

a. S u ra t Akta Resmi (Authentiek)

Surat akta resmi adalah surat-surat akta yang dibuat oleh atau 

dihadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang 

ditugaskan untuk membuat surat-surat akta tersebut.

Pejabat umum yang dimaksud itu ialah notaris, hakim, jurusita 

pada suatu Pengadilan, Pegawai Pencatatan Sipil (Ambtenaar 

Burgerlijke Stand) dan sebagainya. Dengan demikian, suatu akta 

notaris, suatu surat putusan hakim, suatu proses verbal yang dibuat 

oleh seorang jurusita.

Akta yang bersifat otentik adalah suatu akta yang diperbuat 

oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa akan membuatnya, 

mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli 

warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya, 

yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang 

yang tercantum dalam surat otentik tersebut sebagai pemberitahuan

14 Ibid, hal 178-179.
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saja, tetapi yang disebut kemudian hanya sekedar yang diberitahukan 

dan langsung berhubungan dengan pokok dalam suatu akta.

Menurut pendapat umum yang dianut, pada setiap akta otentik,

, dengan demikian juga pada akta notaris, dibedakan 3 kekuatan

pembuktian yaitu :]*

l. Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Dengan kekuatan pembuktian lahiriah dimaksudkan

kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya 

sebagai akta a u t in t ik .  K e m a m p u a n  ini menurut Pasal 1875 

KHUPerdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di 

bawah tangan; akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, 

yakni sebagai yang benar-benar berasal dari orang, terhadap siapa 

akta itu dipergunakan, apabila yang, menandatanganinya mengakui 

kebenaran dari tanda t a n g a n n y a  itu atau apabila itu dengan cara 

yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh

yang bersangkutan.

2. Kekuatan Pembuktian formal

Kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik

dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah m enyatakan 

dalam tulisan tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam akta 

dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat

15 Rusmadi Murad, Administtasi Pertanahan (Jakarta: Jurnal H ukum  
Bisnis Volume 10,2000), bal. 89.
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di dalam akta sebagai yang dilakukan dan disaksikan di dalam 

menjalankan jabatannya.

3. Kekuatan Pembuktian Material

Kekuatan pembuktian material tidak hanya terletak pada 

kenyataan srja, bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan 

oleh akta itu, akan tetapi juga dari isi dari akta dianggap dibuktikan 

sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh 

membuatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya.

b. Surat/Akta Dibawah Tangan (Onderhands)

Akta yang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan seorang 

nejubut umum. Misalnya surat perjanjian jual beli atau sewa menyewa 

yang dibuat sendiri dan ditandatangani sendiri oleh kedua belah pihak 

yang mengadakan perjanjian itu. Jika pihak yang menandatangani surat 

perjanjian itu mengakui atau tidak menyangkal tanda tangannya, yang 

berani ia mengakui atau tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis 

dalam surat perjanjian itu, maka akta di bawah tangan tersebut 

memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta 

resmi.16 Akan tetapi jika tanda tangan itu disangkal maka pihak yang 

mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan 

kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut. Ini adalah suatu hal

16 Ibid, hal. 94
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yang sebaliknya dari apa yang berlaku terhadap sualu akta resmi. 

Barangsiapa menyangkal tanda tangannya pada suatu akta resmi, 

diwajibkan m embuktikan b ahwa t anda t angan i tu p alsu, d engan k ata 

lain, pejabat umum (notaris) yang membuat akta tersebut telah 

melakukan pemalsuan surat.

5. Pejabat Pem buat Akta Tanah (PPAT)

a. Pengertian PPAT

Menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1961 diharuskan bahwa setiap perjanjian yang bermaksud 

memindahkan hak atas tanah dibuktikan dengan akta pejabat yang 

ditunjuk oleh Menteri Agraria (sekarang Menteri Dalam Negeri) 

Pejabat itu adalah Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT). - •

Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi 

wewenang untuk membuat akta-akta tanah tertentu sebagai yang 

diatur dalam peraturan penindang-undangan yang bersangkutan, yakni 

akta pemindahan dan akta pembebanan hak atas tanah dan Hak M ilik 

Atas Satuan Rumah Susun, dan pemberian kuasa untuk 

membebankan Hak Tanggungan. Pejabat umum adalah orang yang 

diangkat oleh Instansi yang berwenang, dengan tugas melayani 

masyarakat umum di bidang atau kegiatan tertentu.17

17 A.P. Parlindungan, Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akte  
Tanah, (Bandung: Alumni, 1978), hal. 469.
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b. Tugas Pokok dan Kewenangan PPAT

PPAT merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh pemerintah 

untuk melakuk.in tugas pokoknya didalam melaksanakan sebagian 

kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah 

dilakukannya pembuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau 

Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi 

pendaftaran perubahan data pendaftaran yang diakibatkan oleh 

perbuatan hukum.18

Di dalam pelaksanaannya tugas pokok seorang PPAT yaitu 

melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dimana seorang 

PPAT mempunyai kewenangan membuat akta PPAT yang bersifat 

otentik mengenai semua perbuatan hukum yang berkaitan dengan 

peralihan hak atas tanah dan Hak atas Satuan Rumah Susun yang 

terletak di dalam daerah keijanya.

Akta PPAT merupakan akta yang dibuat oleh PPAT sebagai 

bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak 

atas dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu. Pembuktian hukum 

tersebut tertuang di dalam pembuatannya yaitu sebuah akta yang 

berguna sebagai pembuktian bagi suatu perbuatan hukum tertentu 

yang mengakibatkan terjadinya peralihan h;ik atas suatu tanah dan 

bangunannya.

18 Indonesia, P e r a t u r a n  P e m e r i n t a h  Nomor 37  Tahun 1 9 9 8  T e n t a n g  
P e r a t u r a n  J a b a t a n  Pem bua t  a k t a  T a n a h , Penjelasan umum Pasal 2 
angka 2.
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PPAT hanya berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah 

yang terletak di daerah kerjanya. Daerah kerja PPAT adalah suatu 

wilayah yang menunjukkan kewenangan seorang PPAT di dalam 

membuat akta tersebut. Dan mengenai pelanggaran ketentuan yang 

dilakukan oleh PPAT maka akan berakibat akta yang dibuatnya itu 

tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai sarana pendaftaran hak 

atas tanah ke Kantor Pertanahan.19

Pada pelaksanaan tugasnya, PPAT memperoleh uang jasa 

(honorarium) dari masyarakat (para pihak) yang menggunakan 

jasanya. Uang jasa (honorarium) PPAT dan PPAT sementara termasuk  

uan^ ^asa (honorarium) saksi tidak boleh melebihi 1% (satu persen) 

dari harga transaksi yang tercantum dalam akta.20 PPAT dan PPAT 

sementara wajib memberikan jasa tanpa memungut biaya kepada 

seseorang yang tidak mampu. Dan selama tugasnya PPAT dan PPAT 

sementara tidak boleh melakukan pungutan di luar ketentuan diatas.

c. Pengangkatan dan Pemberhentian PPAT

PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara Agraria. 

Dalam pelaksanan tugasnya PPAT diangkat untuk suatu daerah kerja 

tertentu. Sebagai pejabat yang melaksanakan tugas di bidang

19 Remmy Syahdeini, Op. Cit., hal. 104.
-0 Marihot Pahala Siahaan, Bea E - e r c l e h a n  I lak  A t a s  T a n a h  d a n  

Bangunan, (Jakarta : PT Raja Grafino Persada, 2005), hal 376.

Perbedaan antara..., Listyawati, FH UI, 2008



pendaftaran ianah maka jabatan PPAT selalu dikailkan dengan suatu 

wilayah pendaftaran tanah tertentu yang menjadi daerah kerjanya.

Menteri Negara Agraria dapat menunjuk Pejabat-Pejabat 

tertentu sebagai PPAT Sementara atau PPAT Khusus yaitu: 21

1. Camat atau kepala desa untuk melayani pembuatan akta di daerah 

yang belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT Sementara.

2. Kepala Kantor Pertanahan untuk melayani pembuatan akta PPAT 

yang diperlukan dalam rangka peli’ksanaan program-program 

pelayanan masyarakat atau untuk melayani pembuatan akta PPAT 

tertentu bagi negara sahabat berdasarkan asas resiprositas sesuai 

pertimbangan dari Departemen Luar Negeri, sebagai PPAT 

Khusus.
-j*)

Syarat untuk dapac diangkat menjadi PPAT'.adalah:“

a. Berkewatganegaraan Indonesia.

b. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun.

c. Berkelakukan baik yang dinyalakan dengan surat keterangan 

yang dibuat oleh instansi kepolisian setempat.

d. Belum pernah dihukum penjari;', karena melakukan kejahatan 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap.

i’1 I b i d . , hal. 377.
22 Eddy Ruchiyat, PoJifik Pertahanan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya 

UUPA, (Bandung: Alumni, 1984), hal. 58.
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e. Sehat jasmani dan rohani.

f. Lulusan program pendidikan spesialis Notarial atau program  

pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleli lem baga 

pendidikan tinggi dan;

g. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kantor M enteri 

negará agraria/Badan Pertanahan Nasional.

6. Penerbitan Sertifikat

Sertifikat adalah salinan buku tanah dan salinan surat ukur yang 

kemudian d\ jiYid menjadi satu serta diberi sampul yang bentuknya 

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan23, karena yang didaftarkan 

adalah hak atas suatu tanah maka sertifikat i ni d isebut sebagai s ertifikat 

tanah. Sertifikat hak atas tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran 

tanah yang berisi data fisik yakni keterangan tentang letak, batas, luas 

bidang tanah serta bagian bangunan berikut bangunan yang berada 

diatasnya bila dianggap perlu dan data yuridis mengenai keterangan 

tentang status tanah dan bangunan yang didaftar, pemegang hak atas tanah 

dan hak-hak pihak lain serta beban-beban yang ada di atasnya.

Sertifikat mempunyai arti penting dalam penunjukan suatu hak atas 

tanah sebab sertifikat adalah suatu akta atau alat bukti hak dengan fungsi

23 Bachtiar Effendie, Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah, (Bandung: Alumni, 1993), 
hal. 25.
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utamanya ialah sebagai alat bukti hak atas tanah atau hak tanggungan 

(Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo Pasal 19 UUPA).

Kekuatan pembuktian sertifikat sebagai alat bukti hak yang kuat 

meliputi dua hal yakni24:

1) Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat., yang berarti bahwa selama 

belum dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang 

tercantum dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar 

sepanjang data tersebut sesuai dengan data yang tcrcantum dalam surat 

ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

2) Bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertifikat atas 

nama orang atau badan hukum lain jika selama lima tahun sejak 

diterbitkannya sertifikat, yang bersangkutan tidak mengajukan 

keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala 

Kantor Pertanahan atau tidak mengajukan gugatan di Pengadilan 

sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain 

dengan itikad baik dan secara fisik dikuasai olehnya atau oleh orang 

atau badan hukum lain yang mendapat persetujuannya

Sertifikat dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka 

pendaftaran tanah. Yang dibuktikan oleh sertifikat hak atas tanah yaitu

25sebagai berikut:

?A Iniwan Soerodjo, Op. Cit., hal. 115.
25 Bachsan Mustafa, Hukum Agraria Dalam Perspektif, (Bandung: 

Remadja Karya, 1988), hai. 138.
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1) Status dan jenis hak atas tanah.

2) Jangka waktunya.

3) Status dan nama pemegang hak.

4) Keterangan-keterangan fisik tentang tanah (letak, batas dan luasnya).

5) Beban-beban lain di atas hak atas tanah (baik hak atas tanah yang lain 

maupun hak tanggungan).

6) Peristiwa hukum yang terjadi di atas tanah (antara lain mengalami 

perubahan hak peralihan dan pemindahan hak yang merupakan riwayat 

dari hak tersebut).

Dengan memiliki sertifikat maka kepastian hukum berkenaan 

dengan jenis hak atas tanah, subyek hak dan obyek haknya menjadi nyata.

Pemberian sertifikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat hal 

ini diterangkan dalam Pasal 19 Ayat 2 huruf (c) UUPA bahwa kekuatan 

bukti sertifikat tanah adalah tidak mutlak, karena sistem pendaftaran tanah 

yang dianut dalam UUPA adalah sistem negatif, dimana menurut sistem 

ini bahwa segala yang tercantum di dalam sertifikat dianggap benar 

sampai dapat dibuktikan keadaan yang sebaliknya (tidak benar) dim uka 

sidang pengadilan negeri oleh karenanya masih bisa digugurkan sepanjang 

dapat membuktikan ketidakabsahannya.

Konstruksi hukumnya adalah apabila selama lima tahun pemegang 

hak lalai untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan sifat dan tujuan 

haknya, serta membiarkan hak atas tanahnya dikuasai dan didaftarkan oleh
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pihak lain yang beritikad baik dan ia tidak mengajukan gugatan ke 

pengadilan berarti yang bersangkutan dianggap menelantarkan tanahnya 

dan kehilangan haknya untuk menggugat. Konsepsi ini di dasarkan pada 

lembaga rechtsverwerking yang dikenal dalam hukum adat26.

Dengan demikian dalam hal adanya dua atau lebih sertifikat tanah 

yang dijadikan alat bukti, maka sertifikat-sertifikat tersebut haruslah 

dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak. Oleh 

karenanya sesuai dengan sistem negative yang mengandung unsur positif 

dalam pendaftaran tanah di Indonesia untuk mana akan dicari bukti-bukti 

lain yang menentukan siapakah yang berhak atas tanah tersebut, akibatnya 

salah satu dari dua ataupun lebih sertifikat tanah akan dinyatakan tidak 

berlaku atau tidak sah menurut hukum berdasarkan keputusan hakim yang 

memeriksa dan mengadili perkaranya, sampai kemudian mendapatkan 

putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sertifikat ditegaskan dengan peraturan perundang-undangan 

sebagai alat bukti yang kuat selama tidak ada alat bukti lain yang 

membuktikan ketidakbenarannya dan apa yang tertera dalam sertifikat itu 

dianggap memuat hal yang benar karena segala keterangan mengenai jenis 

hak, pemegang hak, keterangan fisik tanah, beban di atas dan peristiwa 

hukum penting sehubungan dengan tanah tersebut diisi oleh pejabat yang 

berwenang yaitu Kepala Kantor Pertanahan setempat.

26 Maria S.W Sumardjono, K e b i j a k a n  P e r t a n a h a n  A n t a r a  R e g u l a s i  
d a n  I m p l e m e n t a s i ,  (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), hal.183.
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Pemberian sertifikat sebagai tanda bukti hak menganut sistem 

negatif. Ciri pokok sistem ini ialah bahwa pendaftaran hak atas tanah 

tidaklah merupakan jaminan pada nama yang terdaftar dalam buku tanah27. 

Dengan demikian yang terdaftar dalam buku tanah, bisa saja berubah 

sepanjang dapat membuktikan bahwa dialah atau orang yang 

membuktikan mempunyai hak adalah pemilik yang sebenarnya melalui 

putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hak dari nama yang terdaftar ditentukan oleh hak dari pemberi hak 

sebelumnya sebagai cara mengetahui apakah pemberi hak sebelumnya 

mempunyai wewenang menguasai atau tidak, berkaitan dengan bagaimana 

cara orang yang terdaftar itu memperoleh haknya melalui ketentuan 

undang-undang atau mcnurul peristiwa hukum yang didahului dengan 

penyerahan2̂ .

Masih deilam buku yang sama dan menurut Mariam bahw a 

kebaikan sistem negatif ini adalah :

1) Adanya perlindungan pada pemegang hak yang sebenarnya.

2) Adanya penyelidikan riwayat tanah sebelum sertifikatnya diterbitkan.

Dikenal adanya azas Memo Plus Yuris yakni melindungi 

pemegang hak atas tanah yang sebenarnya dari tindakan orang lain yang 

mengalihkan haknya tanpa diketahui pemegang hak yang sebenarnya.

27 Mariam Darus Badrul zaman, B a b - b a b  T e n t a n g  H i p o t i k ,
(Bandung: Alumni, 1993), hal. 44.

28 I b i d .  hal 58.
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Berbeda dengan Sistem Positif sistem ini menyatakan bahwa suatu 

sci ti fikat tanah yang diberikan adalah berlaku sebagai tanda bukti hak 

yang mutlak seria merupakan satu-satunya tanda bukti hak atas tanah. 

Ciiinya bahwa pendaftaran menjamin dengan sempurna bahwa nama yang 

terdaftar dalam buku tanah tidak dapat dibantah walaupun ia ternyata 

bukan pemilik yang berhak29.

Sistem positif ini memberikan kepercayaan yang mutlak kepada 

buku tanah sebagai kepastian hukum atas pemegangnya.

Dengan demikian sistem positif ini memberikan suatu jaminan 

yang mutlak terhadap buku tanah kendatipun ternyata bahwa pemegang 

sertifikat tanah bukanlah pemilik sejati dan oleh karena itu pihak ke-3 

yang beritikad baik yang bertindak berdasarkan bukti tersebut akan 

mendapatkan jaminan mutlak walaupun ternyata bahwa segala keterangan 

yang tercantum dalam sertifikat adalah tidak benar.

7. BPHTB.

a. Pengertian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB)

Masalah pajak adalah masalah negara dan setiap orang yang 

hidup dalam suatu negara pasti berurusan dengan pajak, oleh karena 

itu masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara

29 Ibid, hal. 45.
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tersebut. Dengan demikian, setiap orang sebagai anggota masyarakat 

suatu negara harus mengetahui segala permasalahan yang 

berhubungan dengan pajak, baik mengenai asas-asasnya, jenis atau 

macam-macam pajak yang berlaku di negaranya, tatacara pembayaran 

pajak serta hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Ilukuni pajak adalah kumpulan peraUiran-peraturan yang 

mengatur hubungan antara pemerintah dan wajib pajak. Pajak tidak 

hanya berfungsi sebagai sumber keuangan negara (budgelair) tetapi 

sebenarnya pajak mempunyai fungsi yang lebih luar> yaitu fungsi 

mengatur (regulerecf) dalam arti bahwa pajak itu dapat digunakan 

sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara 

dalam lapangan ekonomi dan sosial.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah 

pajak yang dikenakan atas perolehan ha.k atas tanah dan bangunan 

yang selanjutnya disebut pajak. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan adalah pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak ke kas 

negara untuk memperoleh hak atas tanah dan bangunan. BPHTB 

sebenarnya merupakan jenis pajak lama yang pernah dipungut pada 

masa pemerintahan penjajah, tetapi dihapus seiring dengan berlakunya 

UUPA. Pada saat ini BPHTB diterapkan kembali karena sesuai 

dengan keadaan Bangsa Indonesia. BPHTB merupakan pajak yang

30 Chairid Ali, Hukum Pajak Elementer, (Bandung: Eresco, 1993), hal. 43.
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dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dalam memori 

penjelasan Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang BPHTB 

disebutkan bahwa tanah sebagai bagian dari bumi yang memiliki 

fungsi sosial. Disamping memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan 

lahan usaha, juga merupakan alat investasi yang sangat 

menguntungkan.

Disamping itu, bangunan yang memberi manfaat ekonomi bagi 

pemiliknya. Dengan demikian, mereka yang memperoleh hak atas 

tanah dan bangunan, wajar menyerahkan sebagian nilai ekonomi yang 

diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak, dalam hal ini 

BPHTB.

b. Prinsip Pemungutan BPHTB

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, bagi 

Negara Indonesia yang sedang meningkatkan pembangunan di segala 

bidang menuju masyarakat yang adil dan makmur, pajak merupakan 

salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 

nasional. Karena itu seiring dengan tujuan untuk kemandirian bangsa 

maka penerimaan negara dari sektor pajak harus ditingkatkan, baik 

dengan penggalian potensi pajak maupun dengan pemberlakuan pajak
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yang sesuai dengan kondisi perekonomian bangsa Indonesia. Undang- 

Undang Dasar 1945 menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah 

satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran 

serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna 

tercapainya masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

Tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia 

Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki fungsi sosial, di sam ping 

memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha, juga  

merupakan alat investasi yang sangat menguntungkan. Di sam ping itu 

bangunan juga memberi manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Oleh 

karena itu, bagi mereka yang memperoleh hak atas tanah dan
o

bangunan, wajar menyerahkan sebagian nilai ekonomi yang 

diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak, dalam hal ini 

BPHTB, Walaupun demikian pongenaan BPHTB haruslah tetap 

memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat terutama golongan 

ekonomi lemah dan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal ini 

dilakukan dengan mengatur perolehan hak atas tanah dan bangunan 

yang tidak dikenakan pajak.

Pada masa lalu ada pemungutan pajak dengan nama Bea Balik 

Nama yang diatur dalam Ordonansi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 

Nomor 291. Bea Balik Nama ini dipungut atas setiap peijanjian
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pemindahan hak atas harta tetap yang ada di wilayah Indonesia, 

termasuk peralihan harta karena hibah wasiat yang ditinggalkan oleh 

orang-orang yang bertempat tinggal terakhir di Indonesia. Harta tetap 

adalah hak-hak kebendaan atas tanah, yang pemindahan haknya 

dilakukan dengan pembuatan akta menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang, yaitu Ordonansi Balik Nama Staatsblad 1834 Nomor 

27.

Dengan diundangkannya UUPA, hak-hak kebendaan yang 

dimaksud di atas tidak berlaku lagi, karena semuanya sudah diganti 

dengan hak-hak baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960. Dengan demikian sejak diundangkannya UUPA, Bea 

Balik Nama atas hak harta tetap berupa hak atas tanah tidak dipungut 

lagi.

Sebagai penggantinya pemerintah bersama dengan DPR 

menerapkan sualu pungutan pajak atas perolehan hak atas tanah dan 

bangunan dengan nama BPHTB. Tarif yang ditetapkan menurut 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan adalah sebesar 5% dari Nilai Perolehan 

Obyek Pajak Kena Pajak. Dengan demikian semua pungutan atas 

perolehan hak atas tanah dan bangunan diluar ketentuan Undang-
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Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan tidak diperkenankan.

Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di

Indonesia dilakukan dengan berpegang prinsip, vaitu31 :

1. Pemenuhan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan adalah berdasarkan sistem self assessment, yaitu wajib 

pajak menghitung dan membayar sendiri utang pajaknya.

2. Besarnya tarif ditetapkan sebesar 5% dari Nilai Perolehan Obyek 

Pajak Kena Pajak (NPOPKP).

3. Agar Pelaksanaan Undang-undang BHPTB dapat berlaku secara 

efektif, maka baik kepada wajib pajak maupun kepada pejabat 

umum yang melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan 

kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang akan 

dikenakan sanksi menurut peraturan perudang-undangan yang 

berlaku.

4. Hasil penerimaan BPHTB merupakan penerimaan negara yang 

sebagian besar diserahkan kepada Pemerintah Daerah, untuk 

meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai 

penyelenggaraaan pemerintahan daerah dan clalam rangka 

memantapkan otonomi daerah.

31 Marsudi, Lauddin, Hukum dan kebijakan Perpajakan di Indonesia  
(Yogyakarta : Uji Press, 2006), hal 45
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5. Semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan di 

luar ketentuan UU BPHTB tidak diperkenankan.

c. T ata  cara dan tem pat pembayaran pajak terutang

Pajak yang terutang dibayar oleh wajib pajak ke kas negara 

melalui kantor pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau 

Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lainnya 

yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan Surat Setoran Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Sebelum melakukan pembayaran BPHTB, wajib pajak mengisi 

SSB yang terdiri dari 5 (lima) rangkap dengan jelas, benar, lengkap 

dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan turut 

ditandatangani oleh PPAT yang akan membuat aktanya pada kolom 

yang tersedia.

Selanjutnya SSB tersebut dibayar oleh wajib pajak atau 

kuasanya ke tempat pembayaran BPHTB yang ditunjuk oleh 

Direktorat Jendral Anggaran atas nama Menteri Keuangan di wilayah 

kabupaten atau kota yang meliputi letak tanah atau bangunan berada.

Wajib pajak setelah melakukan pembayaran BPHTB 

memperoleh SSB lembar ke 1, SSB lembar ke 3, SSB lembar ke 5. 

setelah menerima ketiga lembar tersebut, wajib pajak menyampaikan 

SSB lembar ke-3 kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.
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Sedangkan SSB lembar ke-5 disampaikan oleh wajib pajak kepada 

PPAT yang akan membuat aktanya.

Dalam hal BPHTB yang terhutang nihil, maka wajib pajak 

tetap mengisi SSB dengan keterangan nihil. SSB nihil cukup diketahui 

oleh PPAT. SSB nihil lembar ke-2, lembar ke-3, dan lembar ke-4 

disampaikan oleh wajib pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi 

dan Bangunan.

d.Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  

(BPHTB)

Surat setoran BPHTB yang dapat disingkat SSB adalah surat 

yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau 

penyetoran pajak (BPHTB) yang terutang ke kas Negara atau tem pat 

lainnya yang ditetapkan oleh Menteri dan sekaligus untuk m elaporkan 

data perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dengan demikian fungsi SSB merupakan alat yang 

dipergunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau 

penyetoran BPHTB yang terutang dan sekaligus digunakan untuk 

melaporkan data perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. SSB 

selain berfungsi sebagai alat pembayaran atau penyetoran BPHTB dan 

pelaporan data perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang
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berfungsi sebagai surat pemberitahuan objek pajak bumi dan 

bangunan.

Formulir SSB memuat hal-hal yang berkaitan dengan 

pemenuhan BPHTB yaitu jenis perolehan hak atas tanah dan 

bangunan, data wajib pajak dan jumlah pembayaran pajak.

B. Analisa Permasalahan.

1. Apakah faetor - faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perbedaan 

Tanggal Di Dalam Akta Dan Tanggal Di Dalam Surat Setoran BPHTB

Terjadinya perbedaan tanggal di dalam akta dengan tanggal di 

dalam surat setoran BPHTB pada kasus Notaris dan PPAT Drs. Gunawan 

Djajaputra dan Nona Ariana Widjaja yang berdomisili di Tangerang dapat 

disebabkan beberapa faktor dan dapat menimpa siapa saja. Kali ini penulis 

bei kesempatan mengemukakan beberapa kemungkinan yang bisa diternui 

pada saat ditandatangani akta sebelum dilunasinya surat setoran BPHTB. 

Faktor pertama yang dapat disebutkan oleh penulis adalah faktor 

ketidaktahuan kedua belah pihak tentang pemberlakuan Undang-Undang 

Nomor.20 Tahun 2000 yang mengharuskan pembayaran SSB secara lunas 

terlebih dahulu sebelum dibuatkannya akta jual-beli tanah oleh Notaris/ 

PPAT • Pada kasus yang saya angkat, Nona Ariana Widjaja datang 

menghadap kepada Bapak Gunawan Djajaputra selaku Notaris dan PPAT 

untuk meminta dibuatkannya akta jual-beli tanah berupa sebidang tanah 

Hak Guna Bangunan Nomor 1972/Pakulonan Barat berdasarkan Gambar
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Situasi tangga! 09 Mei 1995 nomor 7272/1995 seluas 126 m2 yang terletak 

di Jalan Kelapa Sawit 14 BF 13/17 Tangerang pada tanggal 04-03-2002 

(Empat Maret dua ribu dua). Setelah itu pada hari berikutnya yaitu tanggal 

05-03-2002 (Lima Maret dua ribu dua) Nona Ariana Widjaja baru 

membayarkan Surat Setoran BPHTB atas tanah yang dibelinya tersebut di 

Bank Jabar cabang Tangerang. Ketidaktahuan atas adanya peraturan yang 

melarang adanya hal tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak Bapak 

Gunawan Djajaputra selaku pejabat yang membuatkan akta tersebut. 

Faktor kedua yang dapat teijadi adalah disebabkan oleh terlewatinya 

waktu untuk, membayar surat setoran BPHTB karena untuk pembayaran 

pajak jam operasional bank tertentu yang ditunjuk oleh pem erintah 

dibatasi waktunya. Tanpa disadari oleh Nona Ariana Widjaja, akibat 

lalainya ia membayarkan surat setoran BPHTB sehingga ia m enyebabkan 

Bapak Gunawan Djajaputra dikenakan sanksi administratif sedangkan ia 

selaku wajib pajak yang telah melaksanakan kewajibannya tidak 

mendapatkan kerugian apa-apa.

Berdasarkan faktor-faktor kemungkinan diataslah yang 

menyebabkan seorang PPAT melanggar ketentuan undang-undang.

2. Dampak Yang Ditimbulkan Bagi PPAT Dan Para Pihak Y ang  

Menandatangani Akta Jual Reli

Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan harus

sudah dilunasi sebelum atau selambat-lambatnya pada saat
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ditandatanginya akta oleh PPAT. Dengan demikian maka wajib pajak 

harus melunasi pajak yang terutang pada saat teijadinya perolehan hak. 

Wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak yang terutang dengan tidak 

mendasarkan pada awal adanya surat ketetapan pajak yang dikeluarkan 

oleh fiskus. Oleh sebab itu maka Bea Perolehan llak Atas Tanah dan 

Bangunan harus dibayar pada saat:

1. Akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan ditandatangani 

oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

2. Dilakukan pendaftaran hak oleh Kepala Kantor pertanahan 

Kabupaten/ Koca dalam hal pemindahan hak karena pelaksanaan 

(eksekusi) putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, 

waris atau hibah wasiat.

3. Diterbitkannya surat keputusan pemberian hak baru baik sebagai 

kelanjutan pelepasan hak maupun di luar pelepasan hak.

Terhadap setiap PPAT/Notaris yang melanggar ketentuan 

penandatanganan akta dan risalah lelang dikenakan sanksi administrasi 

dan denda sebesar Rp. 7.500.000.- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) 

untuk; setiap pelanggaran. Hal ini diatur dalmn pasal 26 Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001 sampai 

dengan saat ini. Sebelumnya sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang- 

Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
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Bangunan besarnya sanksi administrasi dan denda terhadap PPAT yang 

melanggar ketentuan penandatanganan akta adalah sebesar Rp.5.000.000,- 

(Lima Juta Rupiah) untuk setiap pelanggaran. Denda yang cukup besar 

jumlahnya ini dimaksudkan agar PPAT berhati-hati dalam tugas dan 

kewajibannya sehingga tidak menyimpang dari ketentuan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas 'Panah dan 

Bangunan.

Selain terhadap PPAT, sanksi juga diberikan kepada pejabat yang 

berwenang menandatangani dan menerbitkan surat keputusan pem berian 

hal: atas tanah yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan. Setiap pejabat yang berw enang 

menandatangani dan menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas 

tanah yang tidak memenuhi ketentuan penandatanganan dan penerbitan 

surat keputusan pemberian hak atas tanah, sebagaimana dimaksud diatas 

dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Peraturan tersebut antara lain Peraturan Pemerintah N om or 30 

Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi yang 

sama juga dikenakan terhadap pejabat pertanahan kabupaten/kota yang 

melanggar ketentuan pendaftaran peralihan hak atas tan&h karena w aris 

atau hibah wasiat.
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Selain sanksi atas pelanggaran ketentuan penandatanganan akta, 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan juga mengatur sanksi terhadap pejabat yang 

berwenang yang melanggar ketentuan pelaporan. Adanya sanksi ini 

dimaksudkan agar pejabat yang berwenang melaporkan setiap akta atau 

risalah lelang atau penerbitan hak atas tanah yang dilakukannya, yang akan 

digunakan oleh Kantor Pelayanan PBB untuk memeriksa kebenaran 

pemenuhan kewajiban pembayaran BPHTB yang terutang. Pasal 26 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas 

'lanah dan Bangunan menentukan apabila pejabat berwenang tidak 

memenuhi ketentuan pembuatan dan penyampaian laporan kepada 

Direktorat Jendral Pajak selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) 

bulan berikutnya akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. PPAT/Notaris yang melanggar ketentuan pelaporan dikenakan sanksi 

administrasi dan denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh 

ribu rupiah) untuk setiap laporan. Sebelumnya sesuai dengan 

ketentuan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 

tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap PPAT 

dan Kepala Kantor Lelang Negara yang melanggar ketentuan 

pembuatan laporan bulanan dikenakan sanksi administrasi berupa 

denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap 

laporan.
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b. Kepala Kantor Lelang Negara, yang melanggar ketentuan pelaporan 

dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Peraturan tersebut antara lain Peraturan Pemerintah 

Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil.

3. Keabsahan Akta Jual Beli Yang Ditandatangani Sebelum  

Dikeluarkannya Surat BPHTB menurut Undang-Undang

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa untuk 

membuktikan adanya perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah haruslah 

dibuat akta otentik oleh pejabat yang berwenang yaitu PPAT. Hal ini 

ditegaskan dalam Pasal 3 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan peraturan pelaksanaan 

dari Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria. Hal ini untuk m em beri 

kepastian hukum bagi pihak yang memperoleh hak tersebut sehingga 

pihak yang memperoleh hak dapat mempertahankan haknya tersebut dari 

gugatan pihak manapun. Disamping itu untuk melindungi kepentingan 

pihak yang memperoleh hak maka akta otentik yang dibuat pada saat 

dilakukan peralihan hak, merupakan alat pembuktian yang kuat yang 

menyatakan adanya perbuatan hukum peralihan hak atas tanah dan 

bangunan kepada pihak yang dinyatakan memperoleh hak tersebut.
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Pembuatan akta jual beli sehubungan dengan peralihan hak atas 

tanah dan bangunan yang dilakukan dihadapan PPAT, harus dihadiri oleh 

para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau oleh 

orang yang dikuasakan dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, serta dihadiri oleh dua orang saksi. 

Bagi para pihak, kelengkapan syarat-syarat harus diperlukan untuk 

peralihan hak atas tanah dan bangunan.

Perbuatan hukum yang dilakukan dapat disebut sah apabila 

terpenuhinya syarat-syarat materiil antara lain meliputi kecakapan dan 

kewenangan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum yang 

bersangkutan, dipenuhinya syarat oleh penerima hak untuk menjadi 

pemegang hak atas tanah yang akan diperolehnya, persetujuan bersama 

untuk melakukan perbuatan hukum itu dan dipenuhinya syarat terang, 

tunai, dan riil bagi perbuatan hukum pemindahan hak yang dilakukan.

Akta jual beli yang dilakukan oleh Nona Ariana Widjaja dan Tuan 

Rcza Sulaiman Sundjaja dihadapan PPAT Gunawan Djajaputra telah 

memenuhi syarat-syarat materiil, syarat terang, tunai, riil maupun syarat- 

syarat lainnya yang harus dilengkapi oleh penjual dan pembeli untuk 

peralihan hak atas tanah dan bangunan telah terpenuhi.

Dengan demikian dengan dibuatnya akta jual beli dihadapan PPAT 

dan ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan PPAT, maka jual beli
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tanah dan bangunan tersebut dianggap telah sah dan dengan demikian 

telah terjadi peralihan hak kepemilikan hak atas tanah dan bangunan 

tersebut dari pihak penjual kepada pembeli.

Terhadap akta jual beli yang ditandatangani mendahului kewajiban 

pembayaran BPHTB tetap absah sepanjang dibuat oleh Pejabat yang 

berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pada 

prinsipnya perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam akta 

sudah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak dengan ditandatanganinya 

akta tersebut oleh para pihak, saksi-saksi, dan PPAT.

Hal tersebut di atas dikarenakan dalam Undang-Undang BPHTB 

tidak ada ketentuan yang menyebutkan akta menjadi batal atau tidak absah 

jika ditandatangani mendahului kewajiban pembayaran BPHTB, adapun 

mengenai sanksi administrasi dan denda yang dimaksud ditujukan kepada 

Pejabatnya. Pada dasarnya akta jual beli terkait dengan pelayanan publik 

sehingga tidak boleh merugikan masyarakat.
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BAB III 

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan, maka penulis dapat 

menyimpulkan sebagai berikut;

1. Faktor penyebab terjadinya perbedaan tanggal pembayaran SSB dan 

tanggal di dalam akta adalah dikarenakan faetor ketidaktahuan dari kedua 

belah pihak yang berakibat dikenakannya denda administrasi bagi PPAT. 

Faktor penyebab lainnya adalah terlewatinya waktu pembayaran karena 

jam  operasional bank yang melayani pembayaran pajak relative singkat, 

yaitu pukul 08.00-10.30 WIB.

2. Dampak yang ditimbulkan bagi notaris dan para pihak yang 

menandatangani akta jual beli tersebut yaitu akan dikenakan sanksi yang 

berupa denda bagi PPAT atau notaris yang melakukan kelalaian dalam 

pendaftaran peralihan hal tersebut. Mengenai denda yang diberikan akibat 

perbuatan tersebut yaitu berupa denda uang sebesar 7.500.000 (tujuh juta 

lima rajtus ribu rupiah)untuk setiap pelanggaran berdasarkan Pasal 26p 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan.

3. Akta jual beli yang ditandatangani mendahului kewajiban pembayaran 

BPHTB tidak mempengaruhi keabsahan akta tersebut. Oleh karena
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perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam akta sudah sah 

dan mengikat dengan terpenuhinya syarat-syarat materiil dan syarat ionnil 

yang bersangkutan, syarat terang, tunai, dan riil, serta syarat-syarat yang 

diperlukan untuk perbuatan hukum peralihan hak yang dilakukan. Dengan 

dibuatnya akta jual beli dihadapan PPAT dan ditandatangani oleh para 

pihak, saksi-saksi, dan PPAT, maka jua! beli tanah dan bangunan tersebut 

dianggap telah sah dan dengan demikian telah terjadi peralihan hak 

kepemilikan atas tanah dan bangunan dari pihak penjual kepada pihak 

pembeli. Disamping itu tidak ada ketentuan dalam undang-undang 

BPHTB yang menyebutkan akta menjadi tidak absah atau batal jika  akta 

ditandatangani mendahului kewajiban pembayaran BPHTB. Adapun 

mengenai sanksi administrasi dan denda yang dimaksud ditujukan kepada 

pejabat yang membuat akta.

B. Saran

Saran yang diberikan oleh penulis dalam pembuatan tesis ini adalah :

1. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka sebaiknya 

PPAT memeriksa terlebih dahulu bukti pelunasan pembayaran SSP dan 

SSB sebelum akta jual beli ditandatangani. Apabila tidak diserahkan 

bukti pembayaran BPHTB oleh pihak yang memperoleh hak atas tanah 

dan bangunan, PPAT harus berani menolak atau menunda terlebih 

dahulu pelaksanaan penandatanganan akta sampai diserahkan bukti 

pembayaran BPHTB.

Perbedaan antara..., Listyawati, FH UI, 2008



2. Bagi wajib pajak (pihak pembeli) sebaiknya uang pembayaran BPHTB 

diserahkan kepada PPAT yang akan membuat akta, untuk selanjutnya 

PPAT yang akan membayar BPHTB tersebut. Hal ini untuk 

menghindari terjadinya keterlambatan pembayaran BPHTB, karena 

adanya kemungkinan wajib pajak hanya mengetahui adanya ketentuan 

paiak perolehan hak atas tanah dan atau bangunan akan tetapi tidak 

memahami adanya ketentuan sanksi atas keterlambatan pembayaran 

BPHTB bagi PPAT yang akan membuat aktanya.
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AKTA JUAL BELI
No : ......10.... / ...ZQQZ...

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, ¿>enin, — tanggal ( e m p a t--------------  — - —— )
bulan : : a r c t ----------------- tahun 2002 ( duaribu  d u a --------------------

------------------------------- -------------------------------------T—, j
hadir dihadapan saya D rs. (-’JiJAWAM PJAJAFUTRA, SH.KH---------------- ------
yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sedan Fortanahan N asio n a l
---------------------------------- tanggal 2*» J u li  2000 nomor 20-K I-2000 —

diangkat/ditunjuk. sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya 
disebut PPAT.'yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kabupaten Daerah 
T ingkat I I  /  dan berkantor di 0->lan P erk ic i IX 1 1 -k £A 9 Nomor 31
o ek to r V» !I\ntr:ro J:iyaf Tisrigeranc--------------- - dengan dihadiri oleh

saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta in i: ------

I . Tuan REZA SULAIMAN SUNDJAJA, lahir di Bandung, -
pada tanggal 31 Oktober 1960, Warga Negara ----
Indonesia, Pegawai Swasta, bertempat tinggal di 
Kabupaten Tangerang, Jalan Janur Kuning I Blok— 
BH 11/6, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 13, ——
Desa Pakulonan Barat, Kecamatan Curug, --------
-pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor s --------
19*03.2007/0088/1229493.------------------------
-untuk sementara waktu berada di Kabupaten ----
Tangerang; -------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak—
-berdasarkan akta SURAT KUASA tertanggal dua---
puluh dua Juni duaribu satu, (22-6—2001) nomor—
35, yang dibuat dihadapan FULGENSHJS JIMMY ----
HARDJO LUKIYO, TJHE, Sarjana Hukum, Magister —  
Hukum, Notaris di Jakarta, selaku kuasa dari— —
dan demikian untuk dan at.as nama : ------------
-Tuan RANGGA SUMARGO (pada Kartu Tanda Penduduk
tertulis RANGGA SUMARGO SENDJAJA). Pegawai ----
Swasta, bertempat tinggal di Bandung, Jalan ---
Suka j adi nomor 167, Rukun Tetangga 006, Rukun—
Harga 003, Kelurahan Cipedes, Kecamatan -------
Sukajadi, --------------------------------------
-pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --------
10500227126000011 ------------------------------

Selaku Penjual, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, ——

Aktn Juni Brli
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II. Nona AR:IANA WIDJAJA. lahir di Jakarta, pada ------
tanggal 1 Oktober 1961, Warga Negara Indonesia, —
Karyawati, bertempat tinggal di Jakarta Barat, ---
Gang Rlhayu 1/3, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga -
006, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, ---------
-pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----------
09.5204.411061-.0pa3.------------------------------
-untuk sementara waktu berada di Kabupaten -------
Tangerang. — --;— ----------------------------------

-Selaku Pembeli, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. ----

4*m Jml M
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/  D? su ' j'-: :m ; cor«  tar.

t

•Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap— f ----------------------------- —— —
\  saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya

^ . \  kepada saya/Para penghadap diperkenalkan jcepada saya oleh saksi pengenal
^  ; ':j ya^ a^ ^ i^ ^ ulkaii.padajikhiLaktaJnî ^^ ^ ^ -- - -^ ^ ^ --^ -- - --"--.=T.- -̂.r=.-a-

A // Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan 
Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama : —

• Hak-Milik/Hak-JGima-Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak-Pakai-;-
Nomor 1972/P a^ ilo n an  D arat atas sebidang tanah sebagaimana*

. . djuraikan dalam Sui^Ukur/GambaL Situasijanggal 9 Kei 1995 X " r T ^ '
Nomor 72?2/1935------seluas —  1 2 6 -------- m2 ( s e r a tu s  d u a -  ;
puluh enam ------------ —-----------------—— —  meter persegi ) dengan

* Nomor-Idenrifikasi-Bidang-Tanah-fNIB-)-------------------

Hak -Milik/Hak- Guiw-Usaha/Hak-Guna -Bangunan^Bak- Pakai- r- - 
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak 
Bangunan/Hak Pakai Nomor ^engan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (N1B) 
yaitu seluas kurang lebih m2 (

meter persegi), dengan batas-batas

!)i sahk an co ri'
i*u— -*r*.....•

, v  v. . ^

V .  .. O  '

sebagaimana diuraikan dalam Suraifukur/peta tanggal 
Nomor • van* dilampirkan pada akta ini.

Hak Milik atas sebidang tdnah : ----------------------------------
Persil Nomor / Blok Kohir Nomor
seluas kurang lebih /  m2 (

meter persegi), dengan batas-batas :

Akia Jmt Brti
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scbagiminuia_Uiuraikan.daliim.pcia.tanggal--------------------------. . . . . .
Nomor yang dilampirkan pada akta ini. -

berdasarkan alat-alat bukti benipa :

terletak d i : — —-----
Propinsi
Kabupaieti/Koui
Kecamatan-.......
Desa/Kelurahan
Jalan

• ov»»i ur\?'bit • ~* ** ** -*** ~~"
Van.-ora::;-. --------------- *
^'Tur. " ------------- ----

*» •'.....1. ——
K.'lujjr. I.’v r1 1 :::•*• 1*/V

Jual beli ini meliputi pula : -------
-rlj.-tn ru*iur: y:xr.>\ b e r d i r i  d* u li 

t«ju t.*: i . ; - ---
u-¿.-.ah i* tv: r i f. u L

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut “Obyek Jual 
B eli".----------------------------------------------------------------------------------------------

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa : ---------------------------------

a. Jual beli ini dilakukan dengan harga ,-5(¿/¿ratu*:;' d;:- -

j - i a  liiaar.-.tus rib u  ru p iah ) ; —— ------- -—--------------------------

b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut diatas 
dari Pihak Kedn:i dan untuk penerimaan uani* tersebut akta ini berlaku 
poh sebagai landa penerimaan yang suh ( kuitansi ) . ------------------------------
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c. Jual beli ini dilalaikan dengan syarat-syarat sebagai berikut : --------------------

-----------------------------------------  pasal j ------------------------------------------

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi 
milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, 
dan segala kerugian/beban atas obyek jual heli tersebut diatas menjadi
hak/beban Pihak Kedua.------------------------------------------------------------ ------

%

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak 
tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai 
jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertipikat, dan 
bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun.------------1----------------

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini 
kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan 
tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana 
tercantum dalam pernyataannya tanggal

--------------------------------------- Pasal£§-----------------------------------------------.

Dalam-.hal terdapat, perbedaan luas tanah yang -menjadi obyek jual 'beliifc: 
dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan 
Nasional, maka para pihak akan menerima. hasil pengukuran instansi 

..... .. .- Badan--Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan
kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

........................ -  ............................ , i  • • ’ i  n

----------- ---------- ;--------- Pasal 5 -------------------------------------- —
Pihak Pertama dan Piha^ Kedua bersajr.a-s-Tna tcl:*h m engetahui— 
dengan je la s  lo k a y i, keadaan f ia ik  uoit peruntukkan bangunan- 

menjadi cb”uk ju a l b e l i  J a lnz ir .i ynn karenanya —
ttcinbcbatikan I 'o jnbat Pembuat Akta Tnnah dan ivt s -k e i  w en^enai 
!:w»l-bal Lerr;cbut u a r i  s i  apapun/apapun b e rk a i ta n  —
den-nnnya. - ------------------------------------------------- ----------------------------

ttakmtm S dari 7
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----------------------Pasal.6 -------------------------
Jika pendaftaran peralihan haknva ditalak oleh -------
instansi Badan Pertanahan Nasional, maka jual beli ii. l
dianggap tidak pernah dilangsungkan. --------------  --
Dalam hal demikian maka Pihak Pertama dengan ini ----
memberi kuasa penuh kepada Pihak Kedua, kuasa mana ---
tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir —  
karena sebab-sebab dan dasar— dasar yang menurut hukum- 
atau kebiasaan dapat mengakhiri suatu kuasa, untuk dan 
atas nama Pihak Pertama mengalihkan obyek jual* beli —
tersebut kepada pihak lain dengan dibebaskan dari ----
pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada --------
pembayaran, menjadi hak sepenuhnya dari Pihak Kedua.—

Pasal 7

Kedua belah pihak dalam- hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat 
kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera 
Pengadilan Negeri lU&uprtton 'i'iKjyr"*:-. d i '.a n r. ------------ -- —

Pasal ‘i

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini . . 
dibayar oleh T ihak K e d u a .---------------------------------------------- _--------------

Akhirnya, -hadic -  .juga -  di. -hadapan--saya,, -dengan -  dihadiri -  oleh-saksi<-saks* 
yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -----------------

yang ipongrangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan 
juenyuiujui juaLheJi dalam, .aku. ini«

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : --------------------------
1. ‘iona HtLftN *KISNAV Sarjana Hukum, C-'-ndiiut Kot^ris, ber'or.p^t

tinrj'al di i.'ôor, dan — — -— — ---------------- ------
u«  ¡ .o n a  a  i v'rii<LYti o  T i t i i  i'jc»ri. i j

i ‘i'- t.-i, -----------------------------------------------------------
k a n to r  P e jn ta l-  i«; .v‘: • a  l’.-.iiaii ; -----------------

—ui:Luk waktu b u r ‘*d‘i 1i I rasi::; —  ----*•

Ihth'UHtit t> ih:n 7
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sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai 
bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak 
Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak 
Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 ( dua ) rangkap 
asli, yaitu 1 ( satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 
( satu ) rangkap lembaj kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kabupatcn/Kota i.iia't.r-in-: —  — ...........— • --------- ---------------------------
untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta in i .----------

Pihak Pertama

A . f.v i N i.v.V.'i!
; t* •••••»•* .i» . ..i.'f?* '«-»

Persetujuan--....

Pihak Kedua

Saksi Saksi

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Akta JmiI Rfli
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;* DEPARTEMEN KEUANOAN M 
^DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN 
»BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

( S S B )
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK 
_______PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

Lembar 5
Untuk PPAT/Notaris/ 
Ka Kantor Lelang/ Pejabat Lelang/ 
Pejabat Pertanahan

3 KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TANGERANG.
* PERHATIAHj Bacalah petunjuk peñghtan pada halaman braking lembar MterieM» dahulu.

Nama Wajib Pajak:; ; |A | Rjl |A | N|A | | W|I |l) | J |A | J| ¿ T V l  I I I  I 1 I I I I 1 I I I 1
% 2.AlamatWaftbPalak: Gai|S i / > _____L _ _____ , ' ______________

^¿ K ekirehan/Oesa:.....niitfk’9' ■'; ■ ■ _______ • 4.RJirn j'** ̂  ¿Kecamatan

W . 8. KabwatenKota: “a/‘arU uarut________  '' ' 7. KodtVo*.
'■ aujuji*-.

n
. 1. Nomor Objek Pajak (NOPJPBS: |2HJ LU2J 1£J1L2J l£lLl?J P I1!1 I |C|3'<)|5. fT]

i-g.;. 2. U tektonahdan atau bangunan: «Jülan f.wi<n,a  .,:«wi t  V» • ■ _____ ^__ •

j . 3 .Kelurahan/Desa: v V. C urug  . ■:_______________  4.RTJRVft • • • _______ __ _________

?■' ' r .  S.Kacamata« " ■ • P ak u lo n rm  » u r a t _______  - ‘l  Kabupaten/Kota T a n ^ r anf.________

Ufltn Lu»$ fiJWMB/at-. .
IMWMWIMM———iiij •" limxNJOPPBB/m*

Tanah (bumi) 7 126 m* 9 Rp.•.̂ *,000' -/T" 11

Bangunan . .. S’ • 75 & 10 ^595.^),-:^'4-^ i .12 Rp. V».6p5.(x:o______2Z___:__ ____1 anoka •> anoto ro
. ’ . • VV; níóp^^ $ - Í - --------------------Ianoto II »anoto ti

15. Jenis peroleh» n hak atas tanah dan atau bangunan; |o ) | 14. Harga transaksi/N9al pasan ' Rp. 103.0fi9.(XX.
18. Nomor Sertifikat !K5a No. 1972/Pokulon.ui Unrnfc

C. PENGHITUNGAN BPHTB( Hanya «SU bMdaMrkcnpMtghiwnganWijb Pajak) Daiam Rupiah
NBal Perolehan Obfek Pajak (NPOP) ► 10j5.»
NOai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ► W.000. OOO
N3ai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angftaf *angfta2

Bea Perolehan Hak alas Tyah dan Bangunan yang terutang 5%iv>gkt3 l.Qjh.bSO
Per*)enaan 50% karena warte/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan *) 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang hams

---------------------------------- --------------

50%X*>sto4

D. Jur lah Setoran berdasarkan: ,j
CH a. Penghitungan WeSbP8jak * ^  1 .njp f y
□  b. STB / SKBKB / SKBKTT \* Now:„J > Tenggat ** Cj i j,
I I c Pengurangan dWtung sendiri karena: yMSr)
?  i - ------------------------■ !.•Dengan angka:____________
Rp- **50, -  |

•k tfMleilvn kviakiiibiy IU I N igin ’(|t). BPH rET-WPT“

WMIWIHWIHUI 
JKttMM X M (M  M M *

w™»“ ’w i - | 's i t

A .A O l'tW .H A I
ÑT̂oeo osTSfi

r?FT7Tn

*) Co/H y*ng tkttk pvto

MENGETAHUI*
PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR LELANG/PEJABAT LELANG/ 

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KA8JPATENKOTA *)

tiga jata onoaratua llnapuluh ompat ribu »mpat—  

rat

Hanya dfelctoh 
palugaa Kantor 
PatayananPM ►

 ..... - mnomor uoKumen:. . 1 1 1

NOPpUbaru: . V/ ■ m  

• r. a ,t’t v n  ,ir k  : r*r.rc w:v".

ifit'rii
E T E D  □  J «

/vWiSf '*'<*• 
1 :
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Menimbang

Mengingat

Menetapkan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 20 TAHUN 2000 

TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 

TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, serta menciptakan 
sistem perpajakan yang sederhana dengan tanpa mengabaikan pengawasan dan 
pengamanan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara 
mandiri dan untuk menampung penyelenggaraan kegiatan usaha yang terus berkembang di 
bidang perolehan hak atas tanah dan bangunan, perlu dilalaikan perubahan terhadap 
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan;

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2). dan Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan 
Pertama Tahun 1999;

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3688);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan Mulai 
Berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1998 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3739);

Dengan perseti|uan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UM2ANG-UCANG NOMOR 21 TAHUN 
1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RepubSk Indonesia Tahun 1997 Nomor 
44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) yang dfeertakukan dengan Uhdaog-undang 
Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1997 tertang Penangguhan Mtfai Berlakunya Undang-undang Nomor 21 
Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Menjadi Undang-undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3739) diubah sebagai berikut:
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I. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:
1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas 

perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak.
2. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa 

hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh 
orang pribadi atau badan.

3. Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak 
pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang- 
undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah surat rntuk 
melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau 
denda.

5. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar 
adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, 
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan 
jumtah yang masih harus dibayar.

6. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar 
Tambahan adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak 
yang telah ditetapkan.

7. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangtnan Lebih Bayar adalah 
surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena 
jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar daripada pajak yang seharusnya 
terutang.

8. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan isShi adalah surat 
ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan 
jumlah pajak yang dibayar.

9. Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah surat yang 
oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak 
yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik 
Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang 
ditunjuk oleh Menteri dan' sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas 
tanah dan atau bangunan.

10. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetiikan kesalahan 
tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat 
Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar, Surat 
Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nhi, atau Surat Tagihan 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

II. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat 
Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Letrih Bayar, atau 
Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan NNI yang diajukan 
oleh Wajib Pajak.
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12. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat 
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

13.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia**

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbuiyi 
sebagai berikut*

"Pasal 2
(1) Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
(2) Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) meliputi:
a. pemindahan hak karena*

1. jual bel;
2. tukar-menukar;
3. hibah;
4. hibah wasiat;
5. waris;
6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan pera&ian;
8. penunjukan pembefi dalam lelang;
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha;
13. hadiah.

b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak;
2. di luar pelepasan hak.

(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah*
a. hak mifik; *
b. hak guna usaha;
c. hak guna bangunan;
d. hak pakai;
e. hak milik atas satuan rumah susun;
f. hak pengelolaan.”

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi 
sebagai berikut:

“Pasal 3
(1) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

adalah objek pajak yang diperoleh;
a. perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan 
pembangunan guna kepentingan umum;

c. badan atau perwakBan organisasi internasional yang dftetapkan dengan 
Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan 
kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi 
.tersebut;

d. orang prfcadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum 
lain dengan tidak adanya perubahan nama;
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e. orang pribadi atau badan karena wakaf,
f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

(2) Objek pajak yang diperoleh karena waris, hibah wasiat, dan pemberian hak 
pengelolaan pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 
6 berbunyi sebagai berikut

"Pasal 6
(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam hal:

a. jual beli adalah harga transaksi;
b. tukar-menukar adalah nDai pasar;
c. hibah adalah relai pasar;
d. hibah wasiat adalah nBai pasar,
e. waris adalah nilai pasar;
f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nOai pasar;
h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunya kekuatan 

hukum tetap adalah nilai pasar;
i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah 

nilai pasar;
j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
k. penggabungan usaha adalah nBai pasar;
I. peleburan usaha adalah nilai pasar;
m. pemekaran usaha adalah relai pasar;
n. hadiah adalah nilai pasar;
o. penunjukan pembei dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum 

dalam Risalah Lelang.
(3) Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf 

a sampai dengan n tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek 
Pajak yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 
terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

(4) Apabila Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) belum ditetapkan, besarnya Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan ditetapkan oleh Menteri*

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi 
sebagai berikut:

"Pasal 7
(1) Mlai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan secara regional paBng 

banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kecuaS dalam hal perolehan hak 
karena waris, atau hfoah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam 
hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau 
satu derajat ke bawah dengan pemberi hfoah wasiat, termasuk suami/istri, NBai 
Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan secara regional paing banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Ketentuan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diatur letih tarfut dengan Peraturan Pemerintah.'

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berfeut:
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“Pasal 9
(1) Saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan untuk:

a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
d. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan 

haknya ke Kantor Pertanahan;
e. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal 

dibuat dan ditandatanganinya akta;
f. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat 

dan ditandatanganinya akta;
g. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang;
h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap;
i. hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan 

haknya ke Kantor Pertanahan;
j. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah 

sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian 
hak;

k. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal
ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

I. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya
akta;

m. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda-tanganinya akta; 
n. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
o. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.

(2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Tempat terutang pajak adalah di wilayah Kabupaten, Kota, atau Propinsi yang 
meliputi letak tanah dan atau bangunan."

7. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai 
berikut:

“Pasal 10
(1) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan 

pada adanya surat ketetapan pajak.
(2) Pajak yang terutang dibayar ke kas negara melaM Kantor Pos dan atau Bank 

Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat 
pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri dengan Surat Setoran Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(3) Tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri."

8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 
berbunyi sebagai berikut:
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(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan 
peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh 
Direktur Jenderal Pajak.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis 
dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka 
waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dilampiri 
salinan surat keputusan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan 
pelaksanaan penagihan pajak.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut

“Pasal 19
Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau 
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran 
pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.”

10. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 20
(1) Atas permohonan Wajftl Pajafc; pengurangan pajak yang terutang dapat diberikan 

oleh Menteri karena:
a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubwgannya dengan Objek Pajak, 

atau
b. kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu, 

atau
c. tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan 

yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan
(2) Ketentuan mengenai pemberian pengurangan pajak yang terutang sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri."

11. Ketentuan Pasal 23 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat 
yaitu ayat (1a), sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 23
(1) Penerimaan negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibagi 

dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% 
(delapan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah yang bersangkutaa

(1a) Bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagikan 
kepada seluruh Pemerintah KabupaterVKota secara merata.

(2) Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dengan 
imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Propinsi yang bersangkutan 
dan 80% (delapan puluh persen) untuk Pemerintah KabupaterVKota yang 
bersangkutaa

(3) Tata cara pembagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (1a), dan ayat
(2) diatur dengan Keputusan Menteri."
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12. Ketentuan Pasal 24 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat 
yaitu ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 24
(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta 

pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan pada saat Wajib Pajak 
menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan.

(2) Pejabat Lelang Negara hanya dapat menandatangani Risalah Lelang perolehan 
hak atas tanah dan atau bangunan pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti 
pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan.

(2a) Pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan surat keputusan 
pemberian hak atas tanah hanya dapat menandatangani dan menerbitkan surat 
keputusan dimaksud pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran 
pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(3) Terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah karena waris atau hibah wasiat 
hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pertanahan Kabupaten/Kota pada saat Wajib 
Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan 
Hak atas Tanah dan Bangunan."

13. Ketentuan Pasal 26 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu
ayat (2a), diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), dan
ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut

“Pasal 26
(1) Pejabat Pembuat Akta TanalVNotaris dan Pejabat Lelang Negara yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat
(2), dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta 
lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaraa

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi dan denda 
sebesar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.

(2a) Pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan surat keputusan
pemberian hak atas tanah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (2a), dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pejabat Pertanahan Kabupaten/Kota yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

(3a) Kepala Kantor Lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

14. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 27A dan Pasal
27B yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 27A
Terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-undang ini, berlaku ketentuan dalam
Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pasal 27B
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Dengan berlakunya Undang-undang ini, peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 
Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang diberlakukan 
dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan Mulai 
Berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan Menjadi Undang-undang, tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan 
Undang-undang iri.*

Pasal II
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan BangunarT.

Pasal III
Undang-undang ini mulai berlaku pada tangga) 1 Januari 2001.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 2 Agustus 2000 
PRESIDEN REPUBUK INDOhESIA, 

ttd
- ADURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd
DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 130
www.infopajak.com

PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 20 TAHUN 2000 

TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 

TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

UMUM

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewtgTban setiap orang, oteh karena itu 
menempatkan perpajakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara merupakan perwujudan kewajtoan 
kenegaraan dalam kegotongroyongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai
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pembangunan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194S 
sebagaimana telah d.ubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999, ketentua£ketentuan p e r n a h  IV™  
merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-indanq Undano-undarw E  S  
1997 tebang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Ba%unan
pajak sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. pengenaan

Pengenaan Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan harus memperhatikan asas-asas keadilan, kepastian
T f , S' keSel e[hana. f  ,ert8 Mukun9 oleh sistemWajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. y v  rn&muoanKan

Sehubungandengan diberlakukan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 yang bersamaan dengan teriadinva 
perubahan tatanan perekonomian nasional dan internasional, berpengaruh terhadap perutoten S ^ u  

masyarakat sehmgga perlu diakomodasikan dengan penyemptmaan U n < L ^ ^ n ^  N o ^ Z ?

Berpegang teguh pada asas-asas keadilan, kepastian hukum, legalitas, dan kesederhanaan, arah dan tiiuan 
penyempurnaan Undang-undang m adalah sebagai berikut: tyuan

a. menampung perubahan Jalanan dan perilaku ekonomi masyarakat dengan tetap berpedoman pada tiiuan 
pembangunan nasional ^bidang ekonomi yang bertumpu pada keriandirian b a i ^ ^ T r e m E  
pembanginan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari penerimaan pajak; membiayai

b

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tersebut, maka

^^^n^ala^^rtuk^^^eTO^ologiyang'tiE^u;0*'3^33' te,jadinya Perolehan hak atas tanah dan atau 

S S ^ S a r ^ "  Pelaya"an * * * * *  maSyarakat serta sanksi bagi pejabat dan Wajib

memberikan kemudahan dan perlindungan hukum kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya;

p S m ^ ^ D a e rS rm te r^ n  ^ R e p S ^ ^ ^ T ^ ^ , 22 TahU" 1" 9 tertan9
Negara Nomor 3839) dan C  ̂  J ^ f 1. 1®99 ttomor 60’ Tambahan Lembaran
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Neoara Remihiik inn  ̂ *entang Perimbangan Keuangan antara 
Lembaran Negara Nomor 3848). onesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan

a.

b.

c.
d.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1 
Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2 
Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas 

Ayat (2)
Huruf a
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Angka 1)
Cukup jelas 

Angka 2)
Cukup jelas 

Angka 3)
Cukup jelas 

Angka 4)
Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak 
atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang 
berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

Angka 5)
Cukup jelas 

Angka 6)
Yang dimaksud dengan pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah 
pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan 
kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal 
pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut 

Angka 7)
Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemindahan sebagian hak 

bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama 
pemegang hak bersama.

Angka 8)
Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan pemenang lelang oleh Pejabat 
Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang.

Angka 9)
Sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu 
pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut.

Angka 10)
Penggabungan usaha adatah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan 

cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan 
usaha lainnya yang menggabung.

Angka 11)
Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara 
mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung 
tersebut.

Angka 12)
Pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau 
lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan 
pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan 
usaha yang lama.

Angka 13)
Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau 
bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima 
hadiah.

Huruf b 
Angka 1)

Yang dimaksud dengan pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak adalah 
pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah 
yang berasal dari pelepasan hak.

Angka 2)
Yang dimaksud dengan pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah pemberian 
hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari 
pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)
Huruf a

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi
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atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Huruf b

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara 
dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku 

Huruf c
Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas 
tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang- 
undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Huruf d
Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai 
langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban 
yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang 
memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian 
sewa-menyewa atau peijanpan pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak 
bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e
Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan 
dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, 
benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan dengan satuan yang bersangkutaa 

Huruf f
Hak pengelolaan adalah hak menguasa dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya 
sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan 
peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan 
tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau 
bekerja sama dengan pihak ketiga.

Angka 3 
Pasal 3

Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas 
Huruf b

Yang dimaksud dengan tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan 
pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum adalah 
tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan baik 
Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah dan kegiatan yang semata-mata tidak 
ditujukan untuk mencari keuntungan, misalnya, tanah dan atau bangman yang digunakan 
untuk instansi pemerintah, rumah sakit pemerintah, jalan umum.

Hiyuf c
Badan atau perwakilan organisasi internasional yang dimaksud dalam pasal ini adalah badan 
atau perwakilan organisasi internasional, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Huruf d
Yang dimaksud dengan konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru 
menurut Undang-undang Pokok Agraria, termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah 
Contoh:
1. Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik tanpa adanya perubahan nama;
2. Bekas tanah hak ntfik adat (dengan bukti surat Girik atau sejenisnya) menjadi hak baru
Yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain misalnya memperpanjang hak atas tanah 
tanpa adanya perubahan nama.
Contoh:
Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB), yang dilaksanakan baik sebelum maupun setelah 
berakhirnya HGB.

Huruf e
Yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum orang pribadi atau badan yang memisahkan 
sebagian dari harta kekayaannya yang berupa hak mffik tanah dan atau bangunan dan
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melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan 
umum lainnya tanpa imbalan apapun.

Hiffuf f
Cukup jelas

Ayat (2)
Pokok-pokok muatan Peraturan Pemerintah tersebut antara lain berisi tata cara menghitung 
besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas objek pajak yang diperoleh karena 
waris.

Angka 4 
Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas 

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan harga transaksi adalah harga yang teijadi dan telah disepakati oleh 
pihak-pihak yang bersangkutaa 

Huruf b
Cukup jelas 

Huruf c
Cukup jelas 

Huruf d
Cukup jelas 

Huruf e
Cukup jelas 

Huruf f
Cukup jelas 

Huruf g
Cukup jelas 

Huruf h
Cukup jelas 

Huruf i
Cukup jelas 

Huruf j
Cukup jelas 

Huruf k
Cukup jelas 

Huruf I
Cukup jelas 

Huruf m
Cukup jelas 

Huruf n
Cukup jelas 

Huruf o
Cukup jelas

Ayat (3)
Contoh:
Wajib Pajak "A* membeli tanah dan bangunan dengan N9ai Perolehan Objek Pajak (harga 
transaksi) Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah). NRai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan tersebU yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangiran adalah sebesar 
Rp35.000.000.00 (tiga pUtah lima juta rupiah), maka yang dipakai sebagai dasar pengenaan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Rp35.000.000.00 (tiga puluh Bma juta rupiah) 
dan bukan Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah).

Ayat (4)
Cukup jelas

Angka 5
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Pasal 7
Ayat(1)

Yang dimaksud dengan Mlai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan secara
regional adalah penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk masing-masing
KabupateiVKota.

Contoh:
1. Pada tanggal 1 Februari 2001, Wajib Pajak “A* membeli tanah yang terletak di Kabupaten 

UAA" dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk perolehan hak selam 
karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan 
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke 
bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, untuk Kabupaten "AA" ditetapkan 
sebesar Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah). Mengingat NPOP lebih kedi 
dibandingkan NPOPTKP, maka perolehan hak tersebut tidak terutang Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan.

2. Pada tanggal 1 Februari 2001, Wajib Pajak “B" membeli tanah dan bangunan yang terletak 
di Kabupaten "AA* dengan NPOP Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). NPOPTKP untuk 
perolehan hak selain karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang 
masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas 
atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suarre/istri,. untuk 
Kabupaten “AA" ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Besarnya 
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) adabh Rp100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah) dikurangi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sama dengan Rp40.000.000,00

. . (empat puluh juta rupiah), maka perolehan hak tersebut terutang Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan.

3. Pada tanggal 2 Maret 2001, Wajib Pajak “C" mendaftarkan warisan berupa tanah dan 
bangunan yang terletak di Kota "BB” dengan NPOP Rp400.000.000,00 (empat ratus 
juta rupiah). NPOPTKP untuk perolehan hak karena waris intuk Kota "BB* ditetapkan 
sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus jifta rupiah). Besarnya NPOPKP adalah 
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dikurangi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah) sama dengan Rpi00.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka perolehan hak tersebut 
terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

4. Pada tanggal 2 Februari 2001, Wajib Pajak orang pribadi “D" mendaftarkan hibah wasiat 
dari orang tua kandung, sebidang tanah yang terletak di Kota “BB" dengan NPOP 
Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) NPOPTKP untuk perolehan hak karena 
hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah 
dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan 
pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, untuk Kota "BB* ditetapkan sebesar 
Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah). Mengingat NPOP lebih kecil dibandingkan 
NPOPTKP, maka perolehan hak tersebut tidak terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan.

Ayat (2)
Pokok-pokok muatan Peraturan Pemerintah tersebut, antara lain:
1. NPOPTKP ditetapkan untuk masing-masing Kabupaten/Kota dengan memperhatikan usulan 

Pemerintah Daerah;
2. NPOPTKP dapat diubah dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian regional

Angka 6 
Pasal 9 

Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta dalam pasal Ini 
adalah tanggal dibuat dan ditandatanginya akta pemindahan hak di hadapan Pejabat
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Pembuat Akta Tanah/Notaris.
Huruf b

Cukup jelas 
Huruf c

Cukup jelas 
Huruf d

Cukup jelas 
Hunif e

Cukup jelas 
Huruf f

Cukup jelas 
Huruf g

Yang dimaksud dengan sejak tanggal penunjukan pemenang lelang adalah tanggal 
ditandatanganinya Risalah Lelang oleh Kepala Kantor Lelang Negara atau kantor lelang 
lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memuat antara 
lain nama pemenang lelang.

Huruf h
Cukup jelas 

Huruf i
Cukup jelas 

Huruf j
Cukup jelas 

Huruf k
Cid<up jelas 

Huruf I
Cukup jelas 

Huruf m
Cukup jelas 

Huruf n
Cukup jelas 

Huruf o
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas 

Ayat(3)
Cukup jelas

Angka 7 
Pasal 10 

Ayat (1)
Sistem pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah self assessment 
dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang 
terutang dengan menggunakan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan B&igunan. 
dan melaporkannya tanpa mendasarkan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

Ayat(2)
Cukup jelas 

Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 8 
Pasal 18

Cukup jelas
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Angka 9 
Pasal 19

Cukup jelas

Angka 10 
Pasal 20 

Ayat(1)
Huruf a

Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak, contoh:
1. Wajib Pajak tidak mampu secara ekonomis yang memperoleh hak baru melalui program 

pemerintah di bidang pertanahan;
2. Wajib Pajak pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan 

keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke 
bawah.

Huruf b
Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu, contoh

1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi 
pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Isfilai Jual Objek Pajak;

2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang 
dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan 
khusus;

3. Wajib Pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas 
pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan 
restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.

Huruf c
Contoh:

Tanah dan atau bangunan yang digunakan, antara lain, untuk panti asuhan, panti 
jompo, rumah yatim piatu, pesantren, sekolah yang tidak ditujukan mencan 
keuntungan, rumah sakit swasta institusi pelayanan sosial masyarakat

Ayat(2)
Cukup jelas

Angka 11 
Pasal 23 

Ayat(1)
Cukup jelas 

Ayat (1a)
Cukup jelas 

Ayat(2)
Bagian Daerah dibagi dengan perincian sebagai berikut:
a. bagian Propinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen), atau 20% (dua 

puluh persen) dari 80% (delapan puluh persen);
b. bagian Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 64% (enam puluh empat persen), atau 

80% (delapan puluh persen) dari 80% (delapan puluh persen).
Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 12 
Pasal 24 

Ayat (1)

Perbedaan antara..., Listyawati, FH UI, 2008



Penyerahan bukti pembayaran pajak dilakukan dengan menyerahkan fotokopi pembayaran 
pajak (Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan menunjukkan asrinya. 

Ayat (2)
Yang dimaksud Pejabat Lelang Negara adalah Pejabat Lelang pada Kantor Lelang Negara 
Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II.

Ayat(2a)
Cukup jelas 

Ayat (3)
Yang dimaksud pendaftaran peralihan hak atas tanah adalah pendaftaran hak atas tanah pada 
buku tanah yang terjadi karena pemindahan hak atas tanah.

Angka 13 
Pasal 26 

Ayat(1)
Cukup jelas 

Ayat (2)
Cukup jelas 

Ayat (2a)
Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat dalam pasal ini, antara lain, 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Srpfl. 
Ayat (3)

Cukup jelas 
Ayat (3a)

Cukup jelas

Angka 14 
Pasal 27A

Cukup jelas 
Pasal 27B

Cukî > jelas

Pasal II
Cukup jelas

Pasal III
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3988
www.mfbpajak.com

Perbedaan antara..., Listyawati, FH UI, 2008

http://www.mfbpajak.com

	Halaman Judul
	Abstrak
	Daftar Isi
	Bab I
	Bab II
	Kesimpulan dan Saran
	Daftar Pustaka
	Lampiran



